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ABSTRAK 

 

Tindak pidana penyebaran video porno yaitu suatu penyimpangan perilaku 

atau perbuatan yang melanggar aturan norma hukum dan kaidah kesopanan yang 

berlaku ditengah masyarakat.  

Di indonesia Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan 

media elektronik secara tegas diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Rumusan masalah skripsi ini penulis akan membahas Bagaimana bagi pelaku 

tindak pidana penyebaran video porno disertai pengacaman dan pemerasan melalui 

media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 

pidana pengacaman dan pemerasan penyebaran video porno melalui media 

elektronik. 

Dari kesimpulan dan saran ini, Perbuatan pengancaman dan pemerasan 

penyebaran video porno terlebih dahulu merujuk pada KUHP Pasal 368 Dan jika 

perbuatan pengancaman dilakukan melalui media sosial elektronik maka hal ini 

merujuk pada KUHP Pasal 45 ayat (4). Perbuatan pengancaman dan pemerasan 

yang dilakukan oleh pelaku sudah sesuai dengan perbuatan tindak pidana 

pengancaman di media elektronik berdasarkan UU ITE Pasal 45 ayat (4) dan 

Terkait dengan ketentuan hukum pengancaman pidana terhadap pelaku kejahatan 

pemerasan diharapkan adanya perubahan atau pengaturan khusus yang mana lebih 

mengedepankan memperberat pengancaman pidana terhadap pelaku agar dapat 

meminimilisir kejahatan-kejahatan pemerasan. 

Kata Kunci : Asusila, Media Elektronik, Pertanggungjawaban, Tindak 

Pidana, Pengancaman, Pemerasan, dan Video Porno. 
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ABSTRACT 

 

The crime of distributing pornographic videos is a deviation in behavior or 

action that violates legal norms and rules of decency that apply in society.  

In Indonesia, regulations regarding criminal acts related to electronic media 

are strictly regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 

concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic 

Information and Transactions.  

In the formulation of the problem in this thesis, the author will discuss how 

perpetrators of criminal acts of distributing pornographic videos are accompanied 

by threats and blackmail via electronic media based on Law Number 19 of 2016 

concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and 

Electronic Transactions and what the criminal responsibility of perpetrators is. 

criminal acts of threats and blackmail for distributing pornographic videos via 

electronic media. 

From these conclusions and suggestions, acts of threats and blackmail for 

distributing pornographic videos first refer to Criminal Code Article 368 and if 

threatening acts are carried out via electronic social media then this refers to 

Criminal Code Article 45 paragraph (4). The acts of threats and extortion carried 

out by the perpetrator are in accordance with the criminal act of threatening in 

electronic media based on the ITE Law Article 45 paragraph (4) and related to the 

legal provisions for criminal threats against perpetrators of extortion crimes, it is 

hoped that there will be changes or special arrangements which will prioritize 

making threats worse. criminal charges against perpetrators in order to minimize 

extortion crimes. 

Keywords: Immorality, Electronic Media, Accountability, Crime, Threats, 

Blackmail, and Porn Videos. 
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